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KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Puji syukur kami panjatkan, Rencana
Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Ball tahun 2020-2024 dapat
lerwujud. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Bali tahun 2020-2024 adalah merupakan
tindak lanjut dan pelaksanaan tugas dan fungsi dar Bawaslu sabagaimana diamanatkan
pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 lentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Undang-undang Nomaor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
FPembangunan Nasional yaitu berupa Renstra Kementerian/ Lembaga dan jajaran teknisnya
dalam pelaksanaan fugas, wewenang dan kewajibannya pada setiap kurun waktu 5 (lima)
tahun diwajibkan mempunyai pedomanipanduan berupa Renstra, termasuk Badan
Pengawas Pemilihan Umum. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan U'mum Provinsi
dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Rensira Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020-2024, adalah
meérupakan turunan dan Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sekaligus
merupakan penyempumaan dar Renstra sebelumnya terkait dengan sasaran, indikator
target- yang lebih mendetail,

Demikian Rensitra Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali disusun sebagal
pedoman pelaksanaan kegiatan untuk rentang waktu 5 {lima) tahun kedepan {tahun 2020-
2024)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
="~ PROVINSI,BALI ,
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah
memberkan harapan sekaligus tantangan bagl pengawas Pemilu untuk
menngkatkan kinerjanya dengan iebih baik dan nyata,

Pertama, |ajaran pengawas Femilu berpeluang untuk mengefektifkan kontrol
terhadap jalan Pemilhan Umum berdasarkan Peraturan Ferundang-undangan.
Sesuai dengan ketentuan Undang-undang, disatu sisi Bawaslu diberi kewenangan
sebagai pemutus dalam penyelesaian perkara sengketa proses pemilu dan
pelanggaran administrasi Pemilu yang secara teknis digtur dalam peraturan Bawaslu,
terlebih lagi jajaran Pengawas Pemilu di Tingkat Kab Kota yang sebalumnya bersifat
adhoc sudah ditetapkan sebagai lembaga Bawaslu Permanen

Kedua, sebagai lembaga yang dipercaya oleh Undang-undang untuk mengawask
seluruh tahapan dalam penyelenggarasn Pemilu, Bawaslu dapat memastikan babwa
penyelenggaraan Pemiu dapat beralan secara berintegritas sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan. Dengan kehadiran Bawaslu diharapkan untuk
dapal mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dan dapat memberikan
sojusi terhadap berbagal tuntulan penpgawasan dan penindakan atas berbagai
pelanggaran pemilu. Dan perspektif struktur organisasi dan reguiasi yang ada
bawaslu menyusun regulasi dengan tujuan bahwa fungsi-fungsl pengawasan pemilu,
penegakan hukum pemilu. penyelssian administrasi pamilu dan penyebesaian
sengketa proses pemilu yang diarahkan pada efekfifitas pelaksanaan lugas, sesuai
dengan kewenagan yang dimiliki Bawaslu,

Hetiga. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu vang demokratis Bawasiu
Provinsi Bali sesuai tugas, fungsi dan kewenangan membuat Rencana Sirategis
(Renstra) dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
sebagamana diatur dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 dengan berpedoman
pada Rencana Pembanguna Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional | RPJMN) Renstra Badan Pengawas
Pemilihan Umum.



1.2 Potensi dan Permasaiahan

Dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh
dinamika lingkungan strategis terutama poiiik lokal dan politik nasional terhadap
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawasly Provinsi Bali. Berikut
disampalkan identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh
terhadap Bawaslu.

1.2.1 Kekuatan dan Kelemahan
Yang dapat dijadikan perimbangan dalam menghadap persoalan-persoaian, di
antaranya adalah:

1. Struktur Organisasi BawasluBawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
diseluruh tingkatan telah diperbaharui berdasarkan ketentuan UU 7 tahun 2017
guna mengoptimalkan kinerja lembaga;

2. Adanya Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu di Tingkat
Kabupaten/Kota dan lembaga Adhoc menjadi lembaga Permanen ( Bawasiy
Kabupaien'Kota);

3. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegshan dan
penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Paemilu;

4. Sebagal satu satunya lembaga yang menjadi pintu proses awal dalam
penegakkan hukum Pemilu;

Adanya kewenangan memutus pelanggaran pemilu;

6. Adanya kewenangan menangani tindak pidana pemilu,

7. Adanys kewenangan memeriksa, memediasi atau ajudikasi dan memutus
penyelesaian sengketa proses pemilu antar pesera vang bersifal final dan
mengikat;

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;

10. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemily sebelumnya;

11, Kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu;

12. Penambahan tugas Bawasiu untuk menyelenggarakan pelatihan saksi dan
akreditazi Pemilu;

Beberapa potensi kekuatan yang dimiliki tersebut, Bawaslu Provinsi Bali juga
memiliki sejumiah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum
pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di anta ranya adalah:

1. Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu belum memadai di Tingkat
Bawaslu Kabupaten /Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan



Tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
Kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Bawwaslu Kabupaten/Kota belum
diimbangi dengan kapasitas Panwasiu KabupatenKota;

Masih belum meratanya kapasitas penyelesaian sengketa di Tingkat Bawasiu
Kabupaten/Kota;

Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas
Pemilu,

Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara dalam pengisian Jabatan di Bawasiu
berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja ;

1.2.2 Peluang dan Tantangan

Beberapa peluang. tantangan dan perscalan-persoalan  yang dapat

dioptimalkan oleh Bawaslu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangannya di antaranya adalah:

1.
2.

Ekspektasi pubkk yang tinggi terhadap pelaksanaan Pemilu yang berkualitas:
Dukungan masyarakal terhadap pelaksansan fungsi-fungsi pengawasan Pemilu,
baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesian sengketa:
Keterbukaan Komisi Pemilihan Umum dalam perumusan rancangan teknis
penyelenggaraan Pemilu,

Kesediaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan
pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa
Femilu dan penegakan hukum pemilu;

Perkembangan fteknologi informasi dapat menjadi faktor pendukung dalam
meningkatkan kinerja lembaga pengawas Pemilu.

Pada sisi yang lain Bawaslu Provinsi Bali juga memiliki ancaman yang dapai

menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Beberapa ancaman
yang harus dapat diatasi oleh Bawaslu Provinsi Bali adalah

1.

Perkembangan persoatan Pemilu selaly lebih cepat dari pada perkembangan
teknis pengawasan pemilu yang masih bersifal konvensional:

Belum sinkronnya noma pengaturan perundang-undangan pemilu terutama
antara Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dengan Undang-undang tentang
Pemilihan Kepala Daerah:

Komitmen penegakan hukum yang belum memadai tercermin dar befum
tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan tindak
pidana pemilu,

Masih rendahnya komitmen peserna pemilu dalam mematuhi aturan hukum
pemilu;



3. Masih lemahnya pedindungan hukum terhadap pengawasan Pemilu dalam
menjalankan tugas dan kewenanganya;

6 Fesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawasiu yang belum sesuai harapan,
samentara disisi yang lain ferkait kinerja Bawasiu Provingi Bali sangat banyak
dienfukan oleh beberapa faktor eksternal seperti ©  regulasi, sistem
pemilu struktur, kultur, personil, anggaran, sarana dan prasarana dan kerjasama
antar lembaga;

7. Praktk penyelesaian sengketa tata usaha Negara terkait pemilu yang
mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum;

B Banyaknya lembaga yang menangani penegakan hukum dan kode etk
penyelenggara pemilu;

9. Tumpang tindihnya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Pemilu
Berdasarkan hal-hal tersebut melihat kecendrungan perkembangan politik lokal

dan nasional khusunya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, dan

melihat kemampuan sumber daya pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Baii MENYUSUnN

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Rencana Strategis Bawaslu Tahun

2020-2024 memuat visi,misi dan tujuan organisasi Bawasiu Provins: Bali tahun 2020-

2024 serta berbagai kebijakan, program kegiatan dan indikator kinerja utama.



BAB Il
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
BAWASLU PROVINSI BALI

Sebagai lembaga pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Bali yang yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan Pemilu beripaya optimal untuk dapat mewujudkan hasil
pemilu yang demokratis, berkualtas dan bermarabat yaitu Pemilu yang dalam proses
pelaksanaanya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipalif, serta hasilnya yang
dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu perlu disusun visl, misi, tujuan dan
sasaran stralegis Bawaslu yang skan dicapai melalui program dan pelaksansan
xegiatan ulama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang
bersifat fasilitasi,
Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Bali sejalan dengan wvisi dan misi Bawasiu Republik
Indonesia yang disusun dengan mengacu pada RPJMMN 2020-2024, maka
keterkaitan antara tujuan dan kegistan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan
RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kena Pemernntah (RKP) merupakan keniscaysan.
Keterkaitan tersebut menunjukkan lujuan dan kegiatan Bawasiu telah diarahkan untuk
membenkan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu Provinsi Bali dengan memperhatikan
visi dan misi serla tujuan dari lembaga Bawasly yailu © (1) ferwujudnya pengawasan
pemilu dan penegakan hukum pemiu yang berkualitas dan berintegritas: dan 2]
terwujudnya kehidupan demokrasi elektroral yang langsung, umum, bebas rahasia
jujur dan adil

Kedua tujuan utama tersebut dicapal dalam 4 (empat) kegiatan utama yakni, (1)
perencanaan dan pendanaan; (2) pemantauan, (3) evaluasi, (4) koordinasi. Keempat
kegiatan utama tersebut sangat ditentukan oleh delapan faftor yakni, (a) regulasi,(b)
sistem, (c) struktur dan organisasi, (d) kultur (#) personil atau sumber daya
manusia,if) anggaran, (g)sarana dan prasarana (h) kerjasama antar lembaga

21 Visi Bawaslu

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai pengganti
alas beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya, sera ditetapkannya
Ketua dan Anggota Bawasiu Provinsi Bali pericde 2018-2023. Dengan terbitnya
peraturan perundang-undangan tentang penyslenggaraan pemily yang berdampak
pada beberapa perubahan fundamental diantaranya



1. Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

Penguatan tugas wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu;

Peningkatan status kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dari

adhoc menjadi pemanean,
4 Penguatan Struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi

Kehadiran kepemimpinan baru pada Bawaslu Provinsi Bali membawa pemikiran

untuk meningkatkan arah dan kinerja kelembagaan Pengawas Pemilu pada Bawasiu
Provinsi Bali Untuk mengakomudasi beberapa perubahan tersebut maka Bawasiy
Provinsi Ball menetapkan Visi Bawaslu Provinsi Bali 2020-2024 sebagai benkut ;

“ MENJADI LEMBAGA PENGAWAS PEMILU TERPERCAYA, BERMARTABAT
DAN BERKUALITAS "

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kera sama dar seluruh komponen
bangsa yang keberhasilannya ditgeniukan oleh beberapa faktor, oleh karenanya
Bawaslu bertekad mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan Pemilu yang
demokratis, bermatabat, berkualitas dan dapat di percaya, yang fujuan akhimya
adalah Bawaslu Provinsi Bali dapat berkembang menjad lembaga yang dipercays
aleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Beberapa kats
kunci dalam visi tersebul yaitu - terpercaya, bermartabat dan berkulitas Makna
ringkas dan setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

Terpercaya : Memelakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan
dan penindakan, sera penyelesaian sengketa secara
profesional,  berintegrtas, nefral, transparan,
akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesual asas dan
prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis:

Bermartabat : Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu
berupa pencegahan dan  penindakan, seda
penyelesaian sengketa sesuai prinsip-pnnsip maral
sosial yang tinggl, seperh berani, tegas, berdanggung
jawab, jujur, adil dan bijaksana:

Berkualitas : Penilai yang memiliki legitimasi baik proses maupun
hasil yang ditentukan cleh kinena pengawasan yang
dapat diukur tingkat keberhasilannya (aspects o
performance), sirategi pengawasan yang dapat
mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan
penanganan dugaan pefanggaran secara cepal dan



tepat (aspects ofdesign), serta pengawasan diakukan
berdasarkan peraturan hukum yang beraku (aspects
of conformance)

22 Misi Bawaslu

Sebagai jabaran dari visi tersebut Bawasly Provinsi Bali menyusun Misi yang

akan dilaksanakan oleh Provinsi Bali dan Bawashu Kabupaten/Kota selama periode
2020-2024. Adapun Misi Bawas!u Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan
solid, sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan
kelembagaan pengawas Pemilu yang mandiri, Misi perfama sangat penting dan
strategis karena merupakan pondasi utama daiam mendukiung pelaksanaan tugas,
fungsi dan kewenangan Bawasiu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan
pengawasan:

. Mengembangkan pola dan metods pengawasan yang efektif dan efisien, pola dan

metode pengawasan sangal diperukan karens merupakan dasnrgalqg
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memar.i'rlién
semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien
dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh
suatu sistem control dan manajemen, serta feknologi yang berskala luas
terstruktur, sistematis dan integratif

. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam saty manajemen pengawasan yang

terstrukiur, sistematis, dan integratil berbasis teknologi.

Misi inl merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan
Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan
ransparan;

Meningkatkan keteribatan masyarakal dan peserta Pemilu. seria meningkatkan
sinergl kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif,

- Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa

pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat
dan transparan,

- Membangun Bawaslu sebagal pusat pembelajaran pengawasan Pemilu dan

berbagai pihak dan dapat dipercaya.

Kepercayaan publik terhadap kuslitas kinerja pengawasan Bawasiu mearupakan
prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipalif, yaitu pengawasan yang
melibatkan masyarakat. peserta Pemilu dan lembaga lain,



2.3 Tujuan

Tujuan utama Bawaslu Provinsi Bali sejalan dengan tujuan Bawasly Republk

Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

“ MENINGKATKAN KUALITAS DAN EFEKTIFITAS KINERJA PENGAWASAN

Sasaran Strategis berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang

dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu adalah :

1.

Meningkatkan Soliditas Organisasi, kualitas Sumber Daya Manusia Dan
Manajemen Kelembagaan Pengawas Pemilu yang professional;

Meningkatkan kuaiitas dan efektifias pencegahan pengawasan Pemilu dan
pencegahan pelanggaran pemilu;

Meningkatkan keteribatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilu sera
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelanggaaran
pemilu;

- Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pamilu

dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Mengefektifkan penindakan
pelanggaran pemilu;

Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang teriniegrasi
efektif transparan;

24 Sasaran Strategis

Berdasarkan identifikasi potensi dan pemasalahan yang dihadap| oleh

Penyelenggara Pemilu, maka adapaun sasaran strategis yang akan ingin dicapai
perode 2020-2024 adalah :

L

Meningkatnya kualitas SOM dan tata kelola organisasi yang professional yg sesuai
dengan tata kelola pemenntahan;

2. Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengawasan pemiiu;

Meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif:
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa
proses pemilu;

Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi efektif, transparan ;




BAB I
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategl Bawaslu Provinsi Bali sebagaimana tercantum
dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis Bawasiu

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Masional

Pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnys
kepada seliap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya,
demokrasi dan demokrabisasi membuka ruang kebebasan, penggunaan hak-hak
politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul,
berserikat, dan hak memerintah din sendiri (hak memilih-hak dipiih) merupakan wujud
partisipasi politk warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah
satu proses politk yang di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik
warga negara, seperti mencalonkan dirl, memberikan suara, melakukan rapat umum,
dan/atau kampanye politik. Dampak kebebasan penggunaan

hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumilah isu dan masalah
politik yang berdimensi luas, seperti isu alokasi dan distribusi kekuasaan sera
masalah pembelahan politik berupa konfiik politik berdasar primordialisme. lsu dan
masalah Hu senng kali justru menguat pada saat penyelenggaraan pemilu, karena
pamiy merupakan satu-satunya tempal untuk mempercieh legitimasi politik, Untuk
mengatas: permasalahan tersebut, pemerintah melalui agenda strategisnya tahun
2020-2024 melakukan reformasi sistem dan kelembagaan demokrasi yang
mencakup:

1. Pengusatan Kapasilas Lembaga Demokrasi;
2. Pengusatan Keselaraan dan Kebabasan dan
3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi terkait untuk terwujudnya
konsolidasi Demokrasi akan ditempuh B (delapan strategi yang maliputi ;
1. Menyusun skema bantuan keuangan partai politik
2. Meningkatkan kualitas demokrasi internal parpol;
3. Memperkuat Demokrasi di 34 Provinsi:
4, Memperkuat penyelenggara Pemilu di seluruh Provinsi dan Kabupaten /Kota;



6. Membentuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif diseluruh
Provinsiabupaten/Kota:

7. Melaksanakan Pemilu yang akuntabel dan sinergis: dan

B. Meningkatkan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan;

Selain kedelapan agenda prioritas tersebut, terdapat pula empat Prioritas
Bidang Politk pada RPJMM 2020-2024 yang menjadi acuan Renstra Bawaslu
Provinsi Bali terkait dengan kepemiluan yaitu
1. Pendidikan Pengawasan Partisipatif:

2. Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
3. Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil filoting; dan
4. Penguatan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara;

Untuk mewujudkan hal tersebut, BawasluBawasiu Provinsi, Bawasiy
Kabupaten/Kota sampai dengan kejasjaran adhoc dan Komisi Pemilhan Umum
memiliki fungsi strategis untuk dapat terwujudnya pemilihan umum yang jujur,adil dan
bermartabal. Dalam hal pendidikan politik kepada masyarakat, Bawasiu peru
melakukan pembentukan dan pengembangan pusat pendidikan pengawasan pemilu
partisipatif dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakal
dalam hal ikut mengawasi proses demokrasi. Terlaksananya pemilu yang akuntabel
dan sinergis peran Bawasiu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sangat
diperivkan dalam mengawasi netralitas ASMN Bawasly Provinsi Bali dan Bawaslu
Kabupaten/Kota, melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk ikt
berpartisipasi dalam menjaga Netralitas ASN. Bawasiu Provinsi Bali dan Bawasly
Kabuapten/Kota dan Jajaran Pengawas adhoc sebagai lembaga penyelenggara di
daerah memiliki peran penting dan stralegis menjad| kunci terselenggaranya Pemilu
yang jujur, adil dan berintegritas.

Pelaksanaan pendidikan pemilih memerukan pendekatan dan metode yang
tepat, tergantung pada target sasarannya. Pelaksanaan pendidikan pamilih periu juga
memperhatikan kearifan lokal yang akan membaniu keberhasilan penyelenggaraan
Pemilu di Provinsi Bali. Karena itu, arah kebijakan Bawasly Bali yang menjadi
prioritas dalam pengawasan penyelenggarsan pemilu dalam lima tahun ke depan,
yaitu. “mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas” Dengan
meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemiu tersebut, diharapkan
hasil pengawasan pemilu semakain berkualitas dan dipercaya yaitu = terukur dari
tahun ke tahun. Sebagai salah satu bagian atau fungsi dar manajemen pengawasan
pemilu, peningkatan kualitas pengawasan pemilu tersebu! harus terkait dengan
fungsi-fungsi lainnya, yailu: pengembangan regulasi, sistem dan prosadur
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pengawasan pemilu. pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa,
Berdasarkan pertimbangan tersebul di atas dan sejalan dengan amanat Undang-
undang MNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Megara, pengawasan pemilu harus
didasarkan pada kebijakan anggaran berbasis kinerja (performance based budgaeting)
untuk dapat menjamin hubungan yang jelas antara tujuan, =asaran, program, dan
kegiatan Bawaslu, pelaksanaan pengawasan dan evaluasinya.

Untuk melaksanakan kebijakan dan program di atas, mengacu kepada
Undang-undang Memer 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Masional Tahun 2005-2025 dan rencana target capaian Indeks Demokrasi
Indonesta (ID1), juga memperhatikan potensi dan permasatahan,

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi

Sejalan dengan visi. misi dan tujuan Bawaslu Provinsi Bali untuk  mewujudkan
pemilu yang demokratis, bermariabst, dan berkuaktas, diperlukan suatu rencana
kebijakan dan strategi yang berkualitas untuk dapat mendukung pencapaian tujuan
pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang akan dilakukan
pada penode 2020-2024 adalsh:
3.2.1. Arah Kebijakan Bawaslu

Terdapat 2 (dua ) arah kebijaken Bawaslu yang akan dilaksanakan pada
periode 2020-2024 yaitu |
1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan dan Penyelesalan Sengketa Proses
melalul;

a. Peningkatan efektifitas sistem pengawasan, penindakan sera penyelesaian
sengketa proses yang lerintegrasi;

b Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekrelarat dalam pengawasan
pemilu, penindakan. serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;

¢. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan,
penindakan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemiiu:

d. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi
pengawasan penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang
tenintegrasi;

e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern yang terintegrasi
dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;

f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik,
pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
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9. Peningkatan sistem informasi, kualtas data dan informasi terkait kinerja
lembaga pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu:
dan

h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan atau pemangku
kepentingan Pemilu;

. Peningkatan dukungan manajemen dan dukungan struktur kelembagaan

Pengawas Pemilu melalui:

a. Peningkatan dukungan mangjemen Bawaslu, Bawaslu ProvinsiBawasiu
Kabupaten/ Kota dan

b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka
peningkatan kinena (betfer performance) organisasi dan pegawai,

3.2.2, Arah Strategi
Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Bali meliput

strateqi internal dan strategl eksternal pada penode 2020-2024.
1. Strategi Internal, yaitu:

8. Meningkatkan kinena kelembagaan dan aparatur pengawas pemilu;

b. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diseluruh tngkatan
pengawasan Pemilu,

c. Meningkatkan kompetensi SOM pengawas pemilu dan sekretariat disefuruh
tingkatan, khususnya fungsi pengawasan, penindakandan penyelesaian
sengketa proses Pemilu;

d. Mengelola anggaran secara efektf dan efesien:

€ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya daiam
rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khusunya
menyangkut fungsi pengawasan penindakan dan penyelesaian sengketa
proses Pemilu, dan

f Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualtas data dan informasi
kinerja kelembagaan pengawasan. penindakan dan penyelesaian sengketa
proses Pamilu,

2. Strategi Eksternal, yaitu:

a Meningkatkan kualtas kenasama, koordinasi dan supervisi dengan para
pemangku kepentingan (stakeholders) pemilu datam rangka mengefektifkan
pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggeran serta penyelesaian
sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peraditan
khusus Permilu;
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b. Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam
pengawasan Pemilu secara partisipatif;

c. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu,
pencegahan dan penindakan, serta penyelesalan sengketa proses Pemilu
dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;

d. Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsl pengawssan,
penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pamilu’

e Meningkatkan layanan informasi,

Dalam menjatankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas pemilu,
Bawaslu Provinsi Bali sesuai status kelembagaannya menetapkan dua program
sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu:

a. Program Utama (Program Teknis) Bawaslu Provinsi Bali adaiah Program
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Yang
berfujuan  untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan
dan penindakan, serta penyelesalan sengketa Pemilu sebagai tugas Wama
Bawaslu dan .

b Program Pendukung Bawaslu Provinsi Bali adalah Program Dukungan
Manajemen . Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan lugas-
tugas Bawaslu Provinsi Bali.

Kedua program tersebut yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan
prioritas Bawaslu sebagal berikut |
. Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemilu
dalam Prosas Konsolidasi Demokrasi vailu

a. Kegatan Fasilitasi Pengawasan

b. Kagiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses;

c. Kegatan Fasilitasi Penangganan Pelanggaran:

d Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu cleh Bawasly Provinsi

dan Bawaslu Kabupaten/Kola serta Lembaga Pengawas Pemilu adhoc.
2. Kegaiatan unluk meiaksanakan Program Dukungan Manajemen yakni |
8. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran Penatsan Kelembagaan sera
Ketatausahaan ;
b Kagiatan Pengelclaan Administrasi Keuangan dan Aset;
c. Kegatan Penalaan Produk Hukum, Pelayanan Bantuan Hukum, Dan
Pengelolaan Kehumasan,

d. Kegatan Pembinaan Sumber daya Manusia Dan Pelayanan Umum;

&, Kegaiatan Dukungan Manajemen Inspektorat Ulama;

f. Kagaiatan Pengelolaan Data Dan Informasi
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g. Kegiatan Penelitian, Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan

3.3. Kerangka Regulasi

Bawasiu Provinsi Bali dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan
kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan sera penyalesaian
sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dalam lingkup
penysienggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPRD,
DFD,dan DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Udang Nemor 1 Tahun 2015 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Gubemur, Bupati dan Wallkota

Pelaksanaan tugas. fungsi dan kewenangan tenmplementasi daiam
Peraturan Presiden MNomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi dan
tata Kerja Sekretanat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Fengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dan Sekretaniat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Undang-undang Pemilu dan rangkaian regulasi pemilu menjadikan Bawasiu
kedudukan yang sirategis dan kual. Penguatan Kelembagaan Bawaslu tidak saja dari
segl kewenangan semata akan tetapl juga berkaitan dengan struktur organisasi dan
status FPengawas Pemilu pada flingkat Kebupaten/Kota yang sebelumnya bersifat
adhoc dan sudah dipermanenkan seperti halnya tingkat pusat dan provinsi
Kedudukan Sekretanat Jenderal serta Sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/
kota adalah merupakan pelaksana fungsi dan administrasi.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Masional Tahun 2020-2024 memberikan kepercayaan kepada
Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan Pendidikan Demokrasi
kepada Masyarakal melalui Pendidikan Pendidkan Pengawasan Pemilu Partisipatif
serta meningkatkan Pengawasan terhadap Metrallas ASM pada saat
Penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu sebagai pelaksana fungsi-funsi regulator dituntut umuk menyiapkan
kerangka operasional dalam tata kelola administrasi Pemilu, yang berkaitan dengan
kedudukan fasilitasi dan adminitrasi kesekretanatan. Dalam pelaksanaan fugas dan
fungsi Bawaslu juga mengalami kendala terkail dengan penyelesalan/penanganan
pelanggaran Pemilu; mengingat kedudukan Bawaslu tidak seluruhnya sebagai
pemutus akhir akan tetapi menjadi penindaklanjut dalam perkara-perkara pelanggaran
tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
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Oleh karena itu menjadi keniscaysan bagi Bawaslu dalam menjalin

koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumiah pemangku kepentingan dalam
upaya Bawaslu memperkual kelembagaan, yang memerukan dasar-dasar hukum
yang bersifat teknik operasional dengan berbagai pihak,
Pertama, keperluan dasar hukum dengan mitra utama Bawaslu vyailu Komisi
Femilihan Umum (KPU). Jajaran Komisi Pemilihan Umum, Bawasiu harus dapat
memastikan pelaksanaan dan pemutusan perkara pelanggaran administras: dan
sengketa proses Pemilu. Kedua kerangka regulasi dalam rangka jalinan kerjasama
dengan institusi penegak hukum yakni, dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Polr), dan dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) terkait
penyelesaian perkara pelanggaran tindak Pidana Pemilu. Dalam kerangka Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana ketentuan Uindang-
undang Momor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga kerangka
pengaturan jelinan kerjasama Bawaslu dengan para Pemangku kepentingan seperti,
organisasi masyarakat sipll, peamantau Pemilu Komisi Aparatur Sipll Negara, (ASN),
para FPemangku Media Masa, Komisi Informasi Daerah (KI), Komisi Penyiaran
Indonesia (KIF). Keempal, penganggaran pelaksanaan pemiihan, Bawaslu
bekerjasama dengan Pemernteh Daerah untuk penyiapan angoaran
penyelenggaraan Pamilihan Kepala Daerah dan fasilitas pendukung lainnya.

Berdasarkan uralan tersebut, Bawaslu memerlukan beberapa peraturan yang
bersfat operasional, Peraturan yang mencakup kewenangan, tugas dan fungsi
pengawasan, penyelasaian sengketa dan peraturan terkait kesekretanatan dan juga
peraturan yang mendasan kerjasama antar lembaga serta peraturan teknis lainnya
yakni
1. Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu
Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu
Feraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu
Peraturan Bawaslu tentang Pengelolaaan dan Pelayanan Informasi Publik
Peraturan Bawaslu lentang Penanganan Pelanggaran Kode Elik Panitia Pengawas
Femilu

;o @M

6. Peraturan Bawasiu tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon

3.4. HKerangka Kelembagaan

Bawaslu Provinst Bal dalam pencapaian Sasaran Strategis sangat
ditentukan oleh dukungan fieksibiitas fungsi dan struktur organisasi, Secara
kelembagaan Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan tugasnys sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan diamtaranya,melaksanakan fungsi
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penyelesaian sengkela proses Pemilu, penegakan hukum Pemilu, penindakan,

keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan pemilu,

pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan infernal), pengawasan pemilu
parisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparaiur, Untuk kedepannya

Bawasiu membutuhkan dukungan regulasi dan kerdasama instansi terkait dalam

pengembangan dan peningkatan status strukfur organisasinya terkait maksimalisasi

fungsi struktur, Terkait penguatan kelembagaan upaya yang akan dilakukan adalah
sebagai perikut :

1. Penataan dan penguatan  struktur kelembagaan permanen  hingga
Kabupupaten/Kota,

2. Penguatan koordinasi dan sinergi lembaga pengawas pemilu secara vertikal, dari
pusat, provinsi, kabupaten/kota dan jajaran pengawas adhoc:

J. Penataan tugas, fugsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon | dan Ii

4. Penyempurnaan hubungan, tata kera internal maupun antar unit kerja, dan antar
lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan,sinergis,
harmonis efektik dan efisien:

5. Peningkatan kultas aparatur Bawasiu yang profesional berintegritas. baik dalam
edang pencegahan pengawasan penindakan dan penysiesaian sengketa pamilu;

6. Penguatan koordinasi kerja, antar lembaga penyelenggaran pemilu  dan
penegakan hukum,

7. Pengutan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih, serta fasilitasi pemantau
pemilu, sebagai upaya uniuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat
dalam pengawasan dan penegakan hukum:

B. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pnoritas
pembangunan; dan

8. Penguatan kenasama dengan lembaga pemerntahinon pemerintah, bilateral, dan
multilateral;

16



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4. 1. Target Kinerja
Untuk mewujudkan Visi Misi dan Tujuan dan Sasaran Strategis, Bawaslu

Provinsi Bali yang merupakan turunan dan Rencana Strategis Bawaslu Republik

Indenesia, menetapkan indikator-indikator untuk mengukur capaian kinerja yang telah

ditetapkan baik indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan

target masing-masing program dan kegistan sebagaimana disampaikan pada pada
lampiran Renstra ini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan tingkat kaberhasilan
pencapaian, sefiap sasaran stralegis dan program diukur dengan indikator kinera
utama.

Ui dalam Renstra Bawaslu Provinsi Ball terdapat 2 (dua) tabel Indikator

Kinerja kegiatan dikarenakan tahun 2020 Bawaslu befum melakukan restrukiurisasi

organisasi Sekretariatan Jenderal Bawaslu berdasarkan SOTK yang baru, maka

tabel indikator kinerja Bawaslu Provinsi Bali disusun berdasarkan struktur organisas:
yang sast ini masih berdaku. Sedangkan pada tabel kedua berisikan Indikator Kinerja

Bawaslu tahun 2021-2024 yang mengacu pada SOTK yang baru.

Pencapaian visimisi tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Bali
dilaksakan oleh 2 (dua) program sasaran stregis yaiu:

1. Program Dukungan Manajemen, dari sasaran strategis. Rencana Strategis
Bawaslu dturunkan kedalam program, sasaran program dan indikator sasaran
program dengan sasaran indikator program sebagal berikut
a Terwujudnya produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan

= Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan
Ferundang-undangan),
= Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik);
b. Terwujudnya pusat data dan informasi kepemiluan yang terintegrasi
= Persentase data dan informasi yang terintegrasi;
¢. Terwujudnya tata kelola Bawasiu yang bersih, efisien dan efekiif
» Nilai implementasi Reformasi Birokrasi [Area Penataan dan Penguatan
= Organisasi Area Penataan Tata :Laksana);
= Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja);
~ Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya
Manusia);
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= Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Pengawasan:
= Tingkat Kapabilitas APIP

d. Terwujudnya Pemanfaatan penelitian dan pangembangan dalam pengawasan
Femilu guna mendukung pengembangan demakrasi.
~ Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagal bahan

rekomendasi pembuatan kebijakan:
Program,sasaran program dan indikator dijabarkan yang dijabarkan dalam &
(@nam) kegiatan yaitu :
1. Perencanaan Program dan Anggaran Penatasn Kelembagaan Sera
Katatausahaan;
<. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset:
3. Penataan Produk Hukum Pelayanan Bantuan Hukum dan Pengelolaan

Kehumasan;

Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum:

Cukungan Manajemen Inspektorat Utama:

Fenghelolaan Data dan Informasi

7. Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Peilatihan;

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. dari
sasaran strategis Rencana Stragegis Bawaslu diturunkan kedalam program,
sasaran program dan indikalor sasaran program dengan sasaran indikator
program sebaga benlkut
a. Mewujudkan penyelenggaraan pamilu dengan asas Langsung, Umum, Bebas,

Rahasia, Jujur, dan Adil:

» Indek Demokrasi Indonesia (Terbebas dari hambatan/gangguan dalam

penggunaan hak pilih dalam pemiiu)
b. Terwujudnya kualitas dan efekiifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian

sengketa proses pemilu;

~ Indek kepuasan masyarakat datam lsyanan penyelesaian sengketa proses

~ Indek Demokrasi Indonesia (Netralitas dan indepedensi penyelenggara

Pamilu;

Adapun Indikalor Strategis /Indikator Kinea Utama (IKL) Program
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yailu | Indek
Demokrasi Indonesia (IDI). Program ini dijabarkan ke dalam 4{empat) kegiatan :
1. Fasilitasi Pengawasan;
2. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa:
J. Fasilitasi Penanganan Pelanggaran

[ S
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4. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemiluw/Pilkada oleh Bawasiy Provinsi
dan Bawaslu Kabupaten/ Kota serda Lembaga Pangawas Pemilu adhoc.

4. 2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan il anggaran
untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu Provinsi
Bali yang disusun berdasarkan pagu yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan
mengacu pada Rencana Kerja (Renja). Penyusunan RKA Bawaslu Provinsi Bali
dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu. penganggaran
berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu,
kerangka pendanaan untuk Renstra Bawasiu Provinsi Bal 2020-2024 disusun dalam
perspekiif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM. Bawaslu
Provinsi Bali tahun 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, sera
lefcapainya lujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Ball dalam bentuk
pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun bardasarkan indikator dan target
kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai
benkut:
1. Penelahaan (review) program dan kegiatan:
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar {2020) bagi program dan kegiatan baru:
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah.
Perhitungan prakiraan maju ditakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023,
hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020,
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BAB V
PENUTUP

Rensira Bawaslu Provinsi Ball 2020-2024 merupakan panduan dalam
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara
teknis merupakan acuan bagi seluruh strukiur Bawaslu, yaitu Bawasly, Bawashi
Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL/IPPLN, dan Pengawas
TPS dalam pelaksanaan tugas. fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Provinsi Bali tahun  2020-2024 ini. seluruh
strukiur dapat meleksanakan tugas. fungsi, kewenangannya secara transparan,
akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kineria (batter

performance) organisasi

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024 ini
Bawaslu Provinsi Bali akan melakukan evaluasi setiap tahunnys. Bawasly Provinsi
Bali juga akan melakukan perubahan (rewvisi) terhadap mustan Renstra Bawaslu
sepanjang diperfukan sesuai dengan kondisi yang berkembang, termasuk indikator-
indikator kinerjanya sesual mekanisme yang berlaku tanpa mengubah fujuan umum,
yaitu meningkatkan kinefja organisasi dalam melakukan  pengawasan
penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian
sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan Renstra
Bawaslu Provinsi Bali 2020-2024 sangat ditentukan oleh sejumlah fakior, antara lain:
regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan
antar lembaga, dan stakehoider pemilu.
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Tabel 4.1

Indikator Kinerja Keglatan Bawaslu Tahun 2020

Program

Program pangawasan penyalenggarasn pemilu

Spro :Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran pemilu,penindakan pelanggaran pemilu dan
[penyelesaian senghketa pemilu

Presantase peningkatan umiah keterfibatan stakeboldar dalam pENGaWaEAN pamilu 50
2 IH&nLu'LnnyEt jumlah pelanggaran pemilu 10%
5 |Presentase peningkatan jumlah rekomendssi pelanggaran pemik yang i
r ditindakianjuti .
4 qurmntas:a Jumian laysnan laperan dan temuan pelanggaran yeng ditangani sesuai 100%
ketantuan
5 |Persentase penyelssaian sengkets yang dilayani dengan baik 90%
& _|Parsentase tindakianjut penyelssaian sengketa 100%

. Sasaran Program (SProjinddator Kinerja Program (IKPY
Progeam /Kegiatsn W Sasaran Kagiatan (Skeg)indikatorKinere Kagiatan (IKK) Tanges 2020 E
1 2 3 4 5
|Sasaran Strategis :
1.Meningkatnya kualitas pancegahan pelanggaran pemilu,penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu
1 Fresentase peningkatan umish ketedibatan stakaholder dalam pengawasan pemily 5%
2 |Menurunnya jumish pelanggaran pemily 10%
P fasa i jumilah rekomand L il
|Indikator Sasaran Strateqis ? di:?nmdmlanmfnmgﬁam - 7 PERTRgEEn pamiy yeng 3%
Parsantase jumiah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang dilengani sesusi
4 100%
ketaniuan
5 |Persertase penyelessian sengketa yang dilayani dengan baik B50%
& [Persantase tindaklanjul penyelesmann sengketa 100%




Sasaran Program (SProjindikator Kinera Program (IKP Y

Pr im fHagistan MO
ogram fMeg Sasaran Kegiatan (Skeg)indikstorKinerja Kagiatan (KK) Fanpe 2020 i
1 2 3 4 &
Keglatan :
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilw Pitkada oleh Skeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan PemiluwPilkads di Bawasiu Provins |
Bawasiu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Bawasiu Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc
Pengawas Pemilu Adhoc
Persentase Ponyelesaian Pelayanan Adminigtras) dan T Teknis | 2
3 Bawaslu Prqmns::& o O | TR 1000 Bawasiu Provinsi
Ball Bawasly
Kabupaten Kota
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan PemilwPilkada oleh Bawasiu Provins ;
‘ n Kabupaten/Kola s T
Pengawas
q Parsantase Teknis Pengawasan Atas Penyslenggaraan PemiluPilkada Qleh 4 Fiomiiadhac
Bawasiu Provinsi dan Kabupaten Kota yang drsesuaikan dengan Regulasi Lot
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengslolaan
4 Dukungan Administratif dan Operasianal Panwaslu Kecamatan Pengawas Desa/ 100%

Kelurahan .Pengawas TPS




Tabel 4.2
Indikator Kinerja Kegiatan Bawaslu Tahun 2021-2024

Program Megiatan

MO Isasaran Program {SPropindikator Kinerja Program {IP)
" |Sasaran Kegiatan |Skeg)indikatorKinerja Kagiatan {IKK)

2021

2022

2023

2024

Satuan

Sasaran Strategis :

pengawasan pemilu partisipatif

Indikator Sasaran Strategis

Meninghatnya ketepatan dan kesesuaian keglatan pencegahan dan pengawasan pemily, sera peran sarfa masyarakat dalam

Indek Demokrasl Indonesia (Variable Kebebasan)

Program : Penyelenggaraan Pamilu dalam Proses
Konsolidasi Demaokrasi

82

82,6

B2

B35

Mital

Spro : Mewujudkan Penyalenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung,Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

IKP.,  Indek Demikrasl Indonesia

(indikator : Terbebas dari hambatanigangguan dalam penggunaan hak
piiih dalam pemilu}

Fegiatan - Tekniz panysenggardan pengawasan
PemiluPikada ciah Bawash Provins dan Bawasl
Kabupaten Kola serda Lembaga Pengawas Pamiy
Adhoo

Baik

Baik

Baik

Baik

Pradikat

Meningkainya kualitas pengawasan Pemilu /Pikada di Bawasiu Provinsi Bali Bawaslu Kanupaten Kota Se-Bali dan Lembaga

K penawas Pemilu dhoo

[Persantase Peryelenggaraan Pengawas PemikuPikada sarta Pengelciaan Durungan
1 |Adminisiratif dan Operasicnal Panwasks Kecamatan Pengswas Kelurahan.dan Pengawas
TFS

Jumiah Kabupaten yang melaksanakan kegistan Teknis Pengawasan alas
2 |Penyelenggaraan PemiiwPikada oleh Bawasiu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
|oesesuakan d&ngan regulasi

Habupaten

Jumiah Dserah yang mengembangken Pusat Pendidikan dan Pelatihen Pengawasan

3 IFemiIu Partisipal hasil Piloting

Pravinsi

Fersentase penyelesaian pelsyanan adminisiras: dan Wugas teknis lannya Bawashu
Provingi Bah dan Bawaslu Kabupatan' Kota

£

100

100

100

100

Persantase Penyelenggaraan Pengawasan PemiduPilkada oleh Bawaslu Provins: Bal,
dan Baweslu Kabupaten'tota

Ferseniase penyelesaan palayanan dukungan operasional kerja Bawasiy Provins: Bal,
& |Bawsshu kabupaten /Kota (pembayaran gag operasional dan pemediharean
perkantoran, $&ra langgaanan daya dan jasa) yang tepat waktu

100

100

100

100

080

100

100

100




Sasaran Program (SPro)indikator Kinerja Program (IKP)/

Sasaran Kegiatan (Skeg)indikatorKinerja Kagiatan [IKK] 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan

Program Megiatan I, I

Persanage pengadaan carana dan prasarana Bawasiu Provingi Bali, Bawasiu

J Kabupaten/Kota sesual kebubshan 10001 100 | W00 | 100 %
Sasaran Strategls : Meningkatnya kuaiitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerntahan
yang Balk Barsih dan Modern
Ilm:lilqltm‘ Sasaran Strategis Milzl Evaluasi Reformasi Birokrasi 11 70 75 B2 Hilai

Spro : Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu Provinel Ball yang Bersih, Efisien dan Efektif

Program : Dukungan Manajemen

IKP  : Milai Implementasi Reformasi Birokrasi {Area Penataan dan Penguatan

Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan) el 1l g B i

Pengellaan Admirnsiras Keuan dan Aset
= o8 Skeg. Meningkatnya Akuntsbiitas Pengalolasan Keuangan dan Aset

i ||'I"H:|ﬂ|l.3 kepuasan Palayanan Administrasi Keuangan dan ase 3.5 a8 ar | 38 skala

2 IF‘Eﬂlﬂﬂttﬂ- nial indikstor ketertiban polaksanaan anggaran (IKPA) Bo =L 8o 100 b

5 Persentase laporan keuangan dan asef dalam mendukung pengawasan penyelanggaraan
yang cesiasaikan tepat walkiu




Tabel 4.3

Matriks Pendanaan Bawaslu Provinsi Bali

Tahun Anggaran 2020

Alokasi
Program/Kegiatan M. Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Qutput/Indikator tahun 2020
(Rp.)
T 2 3 4
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Meningkatnya kualitas pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian 72.212.022.000
sengketa pemilu
'::ggﬂ:ﬁi"it:gﬂ“‘:rm FTE"H Meningkatnya kualitas pangawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi #3312 023,000
" y i ASICAN LAMBAG  Bali, Bawasiu Kabupaten Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc e

[Pengawas adhoc

T |Jdumiah Laparan Layanan Administrasi 1. 757 663.000

2 |Teknis Penyelenggaraan Pangawasan Pemilu Bawasiu Provinsi dan Kabupaten/Kota 2002 791000

4 | Laporan Pengelolaan Administrasi Manajemen Pelanggaran dan Penyelesaian Sekngketa Proses BE51.835 000

4 |Laporan Fasilitasi Bidang Hukum 124.010.000

3 |Laparan Pengelotaan Kehumasan dan Data Informasi 441 520.000

6 |Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Eepala Dierah 43 217 389000

7 |Lavanan Percantoran 23.582.083.000

B |Layanan Sarena dan Prasarana |nternal 224 650,000




Tabe=| 4.4
Matriks Pendanaan Bawasiu Provinsi Badi

Tahun Anggaran 2020
Mo Sasaran Program (Duteams/Sasaran Kegistan (Outputindikators
ProgramiKegiatan tahun 2021 tahan 3027 takisn 2023 tahun 2024
[Rp.) [Rp.y {Rp) iRpl
1 2 | L] =] & i
Pregram Penyelanggaraan Pemily Dalam Proses Maningkatnya kualitas pancegahan dan panindakan pelanggaran serta penyelesaian
Hensoliudas) Demokrasi SEngatR pemilu 5,884 677,000 6.255.343.000 | BURBOAT2 000 7.568.954.000
M Pen u
| - —— aosash G " ewujutkan Myftmri:r Pemilu dengan Asas Langsung,Umum,
Pemiu/Pilkada olah Bawaslu Provinsl dan Lembaga s EEBBATTO00 | G2A5343000 | SBA0ATION | 7558054000
Pangawas adhoc
B Terwujudnya Kualites dan Efsktifitas. ponindakan pelanggaran dan Pamyelesaian
Sanglkets Proses
1 |Pelayansn Pubik Lairnya 478,530 000 524 512.000 576 D6 D00 534 660,000
i |Pemantadis Lerthsgm 2433403000 AT TE3 000 | 4142217 Dob 4 556 544 000
3 |layanar Perencanasn dan Pasgawasan interral 113 018.000 124,318 000 138 T50 000 150,425 000
4 |Lirganan Umum 181,505 004 158 655 000 218 €20 000 241 582000
& |Laymnen Sarana igenne . D000 165100000 170 540 D00 TBF AT 000
B JLaysrar SDM §5.090.000 104, 553000 115058 000 1245 563,000
T |Layaran Hulurm 4. 1650000 200608000 218658000 391835000
B |Lwyanan Geromacen dan Protokodsr 105 BA0-000 10 523 000 1E.015.000 145 376,000
P |Laymnan Dats dan informas 62370000 200 807 000 FHAET D00 242733000
10 jlayarsan Manitarog dan Evalsial internal o7 740,000 107 544,000 118,265 000 130.091.000
11 [Peegelilsan Keaungen dan Kiieda Intarmal AT 60T 000 A487.361 000 525, 407 000 E62 448.000
= iﬁlﬁ-l'nl dar Pembitaan Masyarakat 164 Q00 000 1T 400 OO TR 440 000 218, 284 060
e juid Tata Malola Bawas|u Provins Kota beraih el
[mgr-n Dukungan Manajeren b i ¥ Bl dar Kabypstenk Kols yang NG| 1e50807.000 | 20383883000 | 22422271000 | 24.664.498.000




Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/indikatar

I I
Programiegiatan takun 2031 tabun 2023 tahun 2023 tahun 20234
iRpj {RiE] iRp.) Rp.)
1 2 3 i B E I
|t F!'I'Iﬂ'll:llllﬂ dudmanisiras I'[H.H'I-ﬂ.ﬂliln-

m A, |Meningkatriya Akuntabilitas Fengelolaan Keuangan dan Aset 18530803000 (20383883000 | 22.437.371.000 | 24 654 408,000
1 [Layanan Petntosn 1853060000 | 20383 8R3000 | 22422 771,000 | 24884 488 000

e T 80000 | 26.630.226.000 | 20303 143.000 | 12233452000




